
LEMBARAN DAERAH KABTIPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAIIUN 2OOO

PERATURAN DAERAH KABT'PATEN DAERAH TINGKAT U PEMAI,ANG
NOMOR 6 TAHUN 1999

'TENTANG

RE'TRIBUSI TE,MPAT REKREASI DAN OLAII RAGA

DENGAN R,AI{M,1.T TIJIIAN YANG MAEIA ESA

BTIPATI I{BPALA DATRAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbans : a.

b.

Mengingat : l

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan N{enteri

Dalam Negeri Nomor il9 Tahun 1998 tentang Ruang
l.ingkup dan Jenis-jenis Rctribusi Daerah Tingket i dari

Daerah Tinglat ii, maka Retribusi 
'fempat 

Rekrea.si

dan Olah Raga merupakan jenis retr ibusi Daeran
Tingkat ll ;

bah'wa untuk memungut retri busi sebagai m ana dim akstrd
pada huntf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

UnCang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-undang Nomor 13 Talun 1950 ;

Undang-undang Nomor 49 Prp Tiatrun 1960 tentang Panitia2.
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8 .

2

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 1960 Nomor 256, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2l0a\ ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahqn

l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209) i _
Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndo-

nesia Tatrun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Neqara

Republik Indonesia Nomor 3839) :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun I 98 I tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun I 98 I Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258) | .
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3692\ :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84'lahun 1993

ten tang  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 3 )
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tentang Bentuk Peraturan f)aerah dan peraturan Daerah
l'erubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tatrun 1997
tentang Pedoman 'Iata 

Cara pemungutan Retribusi
Daerah :

r r0,::ru;*':::"flT*ffi.;lilil:ffil,ffJ
iJaerah ;

I i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor r 19 Tahur t99g
ientang Riiong lingkup dan Jenis-jenis Retritrusi Daerah-!-ingkar 

i dan Daerah Tingkat II ;

li i'erarumn l-}aerah Kabuparen Daerah'tingkat II pemalr:"ng

ir,lomor ,r iahun i987 tenrang penyidik pegav;ai Neeeri
Si-oit di l-rngl<ulgan Penierir;tah Kabupaten Daerah fingkar
il iicmalzuig 1Li:mbaran llaerah F.abupaten Daerah fingliat
II  Psri lalai;g 

' lahun 
lg87 l. jorrror l4).

Dengan pL-rsetu.iuan De'*an Pen*'ai:iian ilakl'at Daerah l(abupaten Daerah' l  
ingkat II  Pernaiang.

Vienetapkai l

MEMUT 'L rSK i {N

PERATUPSN DAERAH KAI]TIPATEN DAERAI"I TNCKAT II
PIIMALANG TENTANG RETR.IPUSI TEMPAT REKREASI
I ]AN OLAFI  RAGA.

BAB r . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

b. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah y-'

Tingkat II Pemalang ;

c. Bupati Kepala Daere.h adalah Rupati Kepala L)aeralr
'fingkat 

I1 Pen:alang ;

,.i. i'ejabri adaii* pegarvai r ang dil:eri

iletribu:i U:rer*h :,diri-ii: l '-icngair

utt,-',engan vanll h*:l,ti;t., :

' .  i la i . i r :  ; rdai i r i i  ; i i ia i t - t  i ' , : r l t i l i i , .  i ; ; , , i . i r ,  r i : . . . i i .  '  r : , . i : . r  : ' :1 : :  :  '

: 1 , ; f : i ' - ' f o i l . i l  r e  f i - t l t t u . ; .  [ j j t - i L "  (O i i l r  i i : ! i r j t i r l ]  ; : ( ' , "  , ' , '  j : r i ' i ! ' ,

iaimrya, bacia-n usaha rrilik negara ;tau elircrair r.lengiur

nama dan bentuk apapun, persckutuan. peri<urnpuiiln.

firma, kongsi. koperasi. yayasan. atau organisasi 1,,arig
sejenis, lembaga. dana pensiun. lrentuk usa]ra tetap sefia

bentuk bradan usaha lainnya : <*

f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang

disediakan oleh Pemerintah f)aerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapal pula

disediakan oleh sektor swasta I

g.  Ret r ibus i  . . . . . . . . . . . . . . .  (S)
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Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas

pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah

raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah :

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi di-

wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk

pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib

Retribusi untuk meiaporkan perhitungan dan pembayaran

retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi Daerah :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutu.v.'a

disingkat SKRD adalah surat keputusan yang rnenen'rukarl

besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi f)aerah Kurang Bayar Tambahan.

yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat

keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi

yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah l,ebih Bayar, yang

disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentu-

kaniumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yarrg

h.

!-n

j .

\-

l .
l \ .

I
t .

terutan8, . . . . . . . . . . . . . . .  (6)
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terutang atau tidak seharusnya terutang :

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukL_

oleh Wajib Retribusi :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah ;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi

nl .

o .

p.

sebagai  . . . . . . . . . . . . . . .  (7)
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sebagai pr:mbayaran atas pelayanan penyediaan tompat rekreasi, pariwisata

dan olah raga.

Pasal 3

( l) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas.

a. tempat rekreasi .
b. tempat pariwisata :

i-I c. tempat olah raga.

(2) 
'l 'idak 

termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat

rekreasi. pariu'isata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh

pihak srvasta.

l'asal .l

Srrhvek Rctnbusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /

rnenikmati pelal'anan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAII I I I

(;OLON(;AN RETRIB{.ISI

Pasal 5

Retribusi l 'empat l tekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusr
- 

J,,rn t isaha.

BAB IV

CATTA MNNGTIK{.IR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
'l'ingkat 

penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat

rekreasi . . . . . . . . . . . . . . .  (8)
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rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BATI V

PRINSIP DAN SASARAN I)ALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal  7

l'rinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi-
tiidasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana

ke untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta se.ienis lang hreropcrasi

:rccara ef-esien dan berorientasi pada harga pasar.

BAI} VI

STRUKTUR DAN I}ESARNYA TARIF

l 'asal 8

r l )  St ruktur  tar i l 'd igo longkan bcrdasarkan. jcn is  tas i l i tas.  lokas i  dan langkl
u'aktu penrakaian.

(2) Struktur dan besarnya tari l 'ditctapkan sebagai herikut :

Obyek
Pelayanan

Jenis
Pelayanan

(iolongan

Tarif
1  a r i l Keterangan

I 4 5

I'empat
I)arirvisata

Masuk

-  I lar i  I l iasa
-  l lar i  l lesar

/  l . ibur
-  t lar i  ldu l

l. i tr i

Masuk pada
l lar i  dengan

l)er Orang

l)er Orang

Per Orang,

Rp.

Rp

Rp. I

500,00

7.50,00

000.00 l l  p lus 7 (delapan
hari )
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.l'empat 
Re-

kreasi.

Iempat Olah
Raga.

Hiburan :
- Artis Lokal
- Artis Rcgio-

nal

- Budaya /
Kesenian

WC/KM

Gelanggang
Renang

Cclanggang Rcn

Per Orang

Pcr Orang
Per Orang

Per Orang
Buang Air
kecil
Buang Air
besar
Mandi
Jualan
Sepeda
Becak
DelrnarVDokar
Kendaraan Ber-
motor Roda 2
KendaraanBer-
motor Roda 4
Kendaraan Ber-
motor Roda
lebih dari 4

Taman Lalu
Lintas
Taman Mai
Anak-anak.
Arena Joged
Kolam Mema-
cing

Anak-anak
Dewasa

Anal-anak
f,)ewasa
Crupnvlax I0 org
Ana&-anaft
Dcr,vasa

Rp. 2.000,00

Rp. 2.500,00
Rp. 3.500,00

Rp. 1.500,00

Rp. 200,00

Rp. 300,00
Rp. 500,00
Rp. 200,00
Rp. 200,00
Rp. 200,00
Rp. 500.00

Rp. 300.00

Rp. 1.000,00

Rp. 2.000,00

Rp. 500,00

Rp. 300,00
Rp. 300,00

Rp. 500,00

Rp. 750,00
Rp. 1.000,00

Rp. 15.00O,00
Rp. 20.0O0,00

Rp. 40.000,00
Rp.50.000,00

Tk. Kabupatcn

Tk. Propinsi
Tk. Nasional

pr 2 jamhari
per 2 jam/hari

per 2 jam/bln,tx
pr 2 jurr/bl4tx

per 2 jan/bln,tx
pr 2 j.anhln,Sx
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BAB VII

WILAYAH PEMTJNGUTAN

Pasal 9

i letr ibusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan

penyediaan tempat rekreasi. pariwisata dan olah raga diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBTISI TERUTANG

Pasal  l0

Saat retribusi terutang adalah pda saat ditetapkannyii SKRI) atau dokunten

lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAF'TARAN

Passl  l l

( l  )  Wajib Retribusi waiib mengisi SPTRD.

t2) SPTRD sebagaintana dimaksud ayat ( I  ) l 'asal ini harus di isi dengan
jelas. benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wa.iib Retribusi atau

kuasanya.

(l) Bentuk. isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SP'I'RD sebagaintanii.-

dimaksud ayat (l) Pasal ini diatur oleh Rupati Kepala f)aerah.

BAB X

PENETAPAN RETRTBUSI

Pasal  12

(l) Berdasarkan SP'|RD sebagaimanadimaksud Pasal I  I  ayat ( l) Peraturan

I )ae rah  . . . . . . . . . . . . . . .  (  I  l )
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Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan

atau data yang semula belurn terungkap yang menyebabkan penarnbahan
t jumlah retribusi yang terutang, maka clikeluarkan SKRDKBI.

I (:) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang <ti-

!_l persamakan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) Pasal ini dan SKRDKII'I' se-

bagaimana dinraksud ayat(2) Pasal ini. diatur oleh llupati Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGTII'AN

Pasal  l3

( l) l)emungutur retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau ilokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Pemunguten retribusidilaksanakan olch petugas vang dituniuk oleh llupati

Kepaia Daerah.

BAB XII

\- SANKSI ADMINTSTITASI

Pasr l  l4

I)elanr hal Waiib Retribusi tidak menrbayar tepat pada rvaktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa irurrgn sebesar 2 % (dua

perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutallg atau kurang dibayar dan

ditagih dengan meng,gunakan S'fRt).

I

I

BArf  x ln  . . . . . . . , . . . . . . .  (12)
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IIAB XIIT

TATA CARA PEMBAYARAN

Prsal 15

( I ) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang ditunasi selambat-lambatnya l5 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SKRDKBT dan STRD

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGTHAN

Pasal l6

( I ) Pengeluaran Surat'l'eguran i peringatan / surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran / peringatan /surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud-
ayat ( I ) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pssal l7

( I ) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala

daerah  . . . . . . . . . . . .  ( 13 )
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daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT' dan SKRDLIJ.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam llahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi nrengaiukan keberatan atas ketetapan retribusi.

i  I  
Wajih Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan

L retr ibusi tersebut.

(4) Keberatan hams dia.jukan dalam iangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak tanggal SKRI) atau dokunren lain 1'ang dipersanrakan. SKRDKBI'
dan SKl{ l ) l . l l  d i terb i tkan kecual i  Wai ib  Retr ibus i  ter tcntu dapat

menuniukkan bahwa.iangka rvaktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan
di luar kekuasaannva.

(5 ) Keberatan yang iidak nrenrenuhi persvaratiur sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan (3) Pasal ini. tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) I)enga.juan keberatan tidak menunda kewa.iiban membavar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

I  Pasal l l l

( I ) Bupati Kcpala l)aerah dalanr jangka u,aktu paling lanra 6 (enanr) bulan
se.iak tanggal surat keberatan diterinra harus nrenrberi keputusan atas
keberatan yang dia.iukan.

(2) Keputusiut Ilupati Kcpala I)acrah atas keberalan dapat berupa ntenerinrn
selurultnya atau sebagian. rnenolak atau rnentnrbirh bcsarnya retr ibusi
yang terutang.

(3 )  Apab i la  . . . . .  . . . . . . . . .  (14 )
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Apabila jangka waktu sehagaimana dimaksud ayut ( l) l,asal ini telah
lewat datt Lfupati Kepala l)aerah tidali menrherikuu suirtu kcputusiul,
kehcratan yang diajukun tcrsebut dianggap dikabulkun.

lfAr] xvl

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pnsel 19 
L-

Alas kelebihan pembayaran rctribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kcpada Bupati Kepala Daerah.

l]upati Kepala Daerah dalanr.iangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sc jak d i tcr imanya permohonan kelebihan pernbayaran ret r ibus i

sebagaimana dimaksud avat ( I ) Pasal ini. harus memberikan keputusan.

Apabila iangka r"'aktu scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. telah

diliunpaui dan Ilupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu kcputuszur.
pcrrnoho nan pengem bal ian kel ebi han retri busi dianggap di kabul kan dan
SKRl)l. l)  harus ditcrbitkan dalanr iangka rvaktu paling lama I (satu)

bulan.

;\pahila Waiih Retribusi rncmpunyai utang retr ibusi lainnya, kelebihan
pembayaran retr ibusi sebagairnana dimaksud ayat ( I  ) Pasal ini langsung

diperhitungkan untuk mclunasi teriebih dahulu utang retr ibusi tersebu,._

l'engembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

avat ( I  ) Irasal ini di lakukan dalam jangka waktu paling lana 2 {dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDt"l l .

Apabila pengembalian kt: lebihan pembayaran retr ibusi di lakukan setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 sr'o (dua pcrseratus) sebulan atas keteriambtan
pembayaran kelebihan retr ibusi tersebut.

Pasa l  20  , . . . . . . . . . . . . . .  (  I 5 )

( l )

(2 )

( l )

( 4 )

(5 )

( 6 )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



( l )

l 5

Pasal 20

Permohonan pengembal ian kelebiharr pembayaran retribusi diaj ukan secara
tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
b. besarnya kelebihan pembayaran ;
c. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pesal 2l

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana Pasal l9 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayaran di lakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENG URANGAI{, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pssr,l22

( I ) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,keringanan dan

. . . . . . . . . . . . . . .  ( 16 )

l_r

(2)

(3)

( l )

(2 )

:l

pembebasan
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pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (l) Pasal ini, dapat diberikan antara lain kepada rombongan
anak sekolah.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVIII L

KADALTIWARSA PENAGMAN

Pasal 23

( I ) Hak untuk melakukan penagrhan Retibusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya rerribusi.
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

(2\ Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal
ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran, atau ;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatul-
oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIX

KETEF{TUAN PIDANA

Pasal 24

(l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan . . . . . . . . . . . . . . .  (  I  7)
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{ i  I

l - t
t ,

merugikan Keuangan l)aerah diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyali 4 (empat) kali jumlah Retribusi

yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( I ) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

i 'ENYID IKAN

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintair l)aerah

r-liberi wewenang khus'-rs sebagai pen';iriilt untuk melakuka"n peni'idil:.an

l;;rriiik lr:rj:ina d: !''irhni:- i-1.*ir::bir:i ilarrah" sef'xL';iirrt::na rlimalisiitj cjaiarn
i  ' i l J : l : i : : - l l t ; 1 ! ; i 1 r , r '  ' . : . 1 r , ' '  j '  : , - i ! - r : . .  ' \ l " l  1  l i ' ! , 1 1 i i r ! ( , "  i  i ' t k ' , i l i - r  ' \ " . : ; - : i ? .  l ) i r . j ' t t l l : . i

" ! ; , ' ' ; r ! i i j i !  
; i i : l  , , . i r i .  : . j i i , i : l i l ! . ; ' i ! i : i i : : :  . . 1 , r ' : i 1 r . :  : l : , ' - 1  

' "  '  i l  i  l ) : ' ; ' ' l  i , ' : i  ; ' d : 1 i , i i '

, ! .  i : i i i . i  i . j - r - : .  ,  "  i ' r ' . i r . .  . . , ' l r : ^ : : .  ; r " : i i .  - ' :  i ' - r ' '  ! -  '  r ' l : ;  l - t  - ' " : t t '  
"  l !  '

lai iui i l t  bi i ! .si i i ; i l  rJett i ' . r i t t  i i r :d;,*;  1uir. : : i l : i  i ;  bir i t ' l l : t  i l ' ,s1; i l"r1r ' , : !  i ) ' ;e1 r i l

aSffJ keferarigfin aiau laproran ter-sellil *reniaJi lengkap i1;rn icla:: :

b. rnenelili, inencaJi dan mengumpulkarr keieranga;r nrengenai r-,rofiLl

pribadi atau badan tentang l:ebenararr ilerbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindali pidana di bidang Retribusi f)aerah .

c. meminta keterangan <lan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di b'idang Retribusi f)aerah .

d. memeriksa buku-buku. calatan-catatan dari dokumen-dokumcn lain

berkenaarr dengan tindak pidaria di bidang Retribusi Daerah .

e .  me lakukan  pengge ledahan  un tuk  mendapa tkan  bahan  buk t i

pembukuan, pencatatan dan tlokumen-dokumen lain. serta rneIakukan

peny i taan  . . . . . . . . . . . .  . ,  ( 18 )
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penyitaan terhadap bahan bukti terscbut ;
l ' .  meminta bantuan tenaga ahli  dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan pidana bidang Retribusi l)aerah ;
g' menyuruh berhentidan atau melarang scseoftulg meninggalkan rumga1

atau tempat pada saat pemeriksaan sedzurg berlangsung dan memeriksa
itlentitas orang atau tlokunlen vang dibarva sebagaimana rlimaksud
huruf c . 

*-
h. lncmotret seseorang berkaitan dengan tindak pitlana di bidang Retribusi

I)aerah .

i. rnenianggil crirng untuk didcngar kcterangannl.a cian iiiperiksa sebagai
tersangka atau saksi .

j  rncngherrt ikan penyidikan ;

i ' .  nteiakuka;t t indakan lain rang perlr:  uniuk kelancaran penyici ikan
irndak picana cli bidang ilctribusi llaerah rnenurut hukr:m vans dacai
di ncrranggungi a * abltan.

i ' i  i ' c r r . ,  ldrL . ;u t ragain; i in l  , . j i inaks i ; r i  . i1  . i i  ( l ;  l ra .sa i  in i  rncnrber i tahui lan
tt i tnul;t tnv] lenviclrkan dafi inenvani,uri ika;r !ra,; i l  pcnyicl ikariny.a keDacl; i
l '*rurr iui i i r ' i i l r i  : ; trsui lr r i , l 'gal i  lreteniuair ;ang cl!atur , lalarr Lrndans-
irnclang Nomor i i  ' l i rhun 

i98l tentang l lukunr ., \cara piclana.

(_
I IAB XX!

F; fi'[' iiN'E' t ; Al\i t, OF{ UT' LJ i}

Ilasal 2{>

l{al- irai yang beiurn diaiur dalam Perattrran l jaerah ini,  akan diatur. lebih
laniut oleh Flupati Kepala [)aerah. sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasa l  27  . .  . . .  .  . . . . .  ( 19 )
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Pasal27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang Nomor l3 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha dan
Tarif Bea Masuk Obyek Wisata (lrmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Tahun 1995 Nomor I 3 Seri Il). dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
t , l\ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lenrbaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal I Juli I 999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TTNGKAT II
KABUPATENDAERAHTINGKATI I  P  E I \1  A  L  A  N G

P E M A L A N G
Ketua.

Cap. Cap.

t td.  t rd.
H. TARMUDJI Drs. tI. MUNIR

,. )iundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

SEKRETARIS DAf,RAH
KABUPATEN PEMALANG

Ciap.

nd.

Drs. H. MOEIJONO

I.EMBARAN DAERAI{ KABUPATEN PIIMAl-ANc TAtlt jN 2000 NOMOR 6
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PENJELASAN

ATAS

PERATTJRAN DAERAH KARTJPATEN DAERAII TINGKAT U PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor l8 Tahun

1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. rnaka Peraturan Daeratt

Kabupaten Daerah Tingkat I[ Pemalang Nornor l3 Tahun 1995 tentang

Ijin Usaha dan Tarif Bea Masuk Obyek Wisata yang didasarkan pada

Undang-undang l.lomor l2.Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan lnl tersebut diatas, maka perlu menetapkan

kembali Retribusi 
-l'crrrpai 

Rek-reasi don Olah Raga dengan Peraturan

Daerah.

TI. PENJELASAN PASAT, DENIT I}ASAL

Pasal I s/d l0

l 'asa i  l l  ayat  ( ! )

Pasal l l  ayat (2) dan (3)

Pasal 12 s/d 28

Cukup.ielas.

Bagi Wajib Retribusi yang menggru{
kan SKRD.

Cukup jelas.

Cukup jclas.

&&&
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